MENTERI NEGARA
PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 07/KEP/M.PAN/12/1999

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
- kefarmasian, dipcrlukan adanya Pegawai Negeri

. Sipil yang ditugaskan secara penuh pada unit

pelayanan kesehatan untuk melaksanakan tugas

penyiapan pekerjaan kefarmasian secara profesional;

b. bahwa untuk  menjamin ;| pembinaan - karir,
kepangkatan, jabatan “dan peningkatan
profesionalisme Asisten Apoteker, dipandang perlu
menetapkan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
dan Angka Kreditnya;

Mengingat : . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 {entang
Pokok-pokok Kepegawaian - (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890); '




. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

. Undang—undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang

Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Neger:i Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 19); -

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang

Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan
I.embaran Negara Nomor 3156);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara
Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor
28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang

Pendidikan dan Pelatthan Jabatan Pegawai Negeri
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10.

11.

I3.

14.

15.

Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3547);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3637);

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Departemen;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

Memperhatikan: 1. Usul Menteri Kesehatan Republik Indonesia

B

dengan suratnya Nomor
1102A/MENKES/IX/1999 tanggal 14 September
1999;

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara
dengan suratnya Nomor K.26-1/V.20-2/18 tanggal
27 Oktober 1999;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI | NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

L

Asisten Apoteker adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah Asisten
Apoteker yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan;

. Pekerjaan kefarmasian adalah penyiapan perangkat lunak,

pengadaan sediaan farmasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga, serta pelayanan kefarmasian;

. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah

instansi yang dapat berperan sebagai pembina pejabat fungsional
dalam bidang pengetahuan, keahlian dan keterampilan demi
peningkatan pelayanan kepada. masyarakat dan merupakan instansi
yang  banyak mengeluarkan kebijakan, peraturan, serta pedoman
yang berkaitan dengan tugas-tugas pejabat fungsional Asisten
Apoteker dalam hal ini Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan
Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan
kosmetika;

Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan
yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,
mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat




Ke

orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau
untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Perbekalan kesehatan rumah tangga adalah alat, bahan atau
campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk
manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan atau tempat-tempat
umumn;

Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan
penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Asisten
Apoteker dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai
salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat
Asisten Apoteker;

Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi
kerja Asisten Apoteker.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2
Jabatan Fungsional Asisten Apoteker termasuk dalam Rumpun
sehatan .
Pasal 3
Asisten Apoteker berkedudukan sebagai pelaksana teknis

()

(2)

fungsional penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan
kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan, dan instansi
diluar Departemen Kesechatan baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah.

Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya
dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri
Sipil.




Pasal 4

Tugas pokok Asisten Apoteker adalah melaksanakan penylapan
pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan data untuk penyiapan
perangkat lunak, penyiapan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan
dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta penyiapan pelayanan
kefarmasian.

BAB III
BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Bidang kegiatan Asisten Apoteker terdiri dari:

1.

Pendidikan, meliputi:

a.
b.

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar.

Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pekerjaan
kefarmasian dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan atau
Pelatihan (STTPL) atau sertifikat.

Pekerjaan kefarmasian meliputi:

a.
b.

a.

menyiapkan data untuk penyiapan perangkat lunak.

menyiapkan pelaksanaan pengadaan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

menyiapkan pelaksanaan pelayanan kefarmasian.

melaksanakan tugas di tempat yang mempunyai resiko tinggi dan
atau rawan.

. Pengembangan profesi, meliputi:

membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang
farmasi/kesehatan.

mengembangkan teknologi tepat guna di bidang farmasi.
merumuskan sistem pelayanan kefarmasian.

membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di
bidang farmasi.

memberi bimbingan teknis pekerjaan kefarmasian kepada Asisten
Apoteker di bawah jenjang jabatannya.




4. Penunjang pekerjaan kefarmasian meliputi:

a.

o

O O

mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang farmasi/
kesehatan.

menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang
farmasi/ kesehatan.

menjadi anggota organisasi profesi bidang farmasi.

mengikuti seminar/lokakarya di bidang farmasi/kesehatan.
memperoleh penghargaan/tanda jasa.

menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten
Apoteker.

memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dari yang terendah
sampai dengan tertinggi, terdiri atas:

a.
b.
C.

d.

Asisten Apoteker Pelaksana Pemula.
Asisten Apoteker Pelaksana.

Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan.
Asisten Apoteker Penyelia.

(2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Asisten Apoteker sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan
tertinggi yaitu:

a.

b.

C.

Asisten Apoteker Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda
golongan II a.

Asisten Apoteker Pelaksana, terdiri dari:

1. Pengatur Muda Tingkat I golongan II/b;
2. Pengatur golongan ruang Il/c;

3. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d.

Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan, terdiri dart:
1. Penata Muda golongan ruang I1l/a;
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d.

2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

Asisten Apoteker Penyelia, terdiri dari:
1. Penata golongan ruang Ill/c;
2. Penata Tingkat I golongan ruang I1I/d.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Asisten Apoteker Pelaksana Pemula, yaitu :

oo

PR o

k.

mengumpulkan data rencana tahunan.

mengumpulkan data rencana tiga bulanan.

mengumpulkan data rencana bulanan.

menyiapkan data pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga.

menyiapkan dan menimbang bahan obat, tingkat kesulitan I.
menyiapkan ruangan produksi sediaan obat jadi.

menyiapkan sterilisasi bahan.

melaksanakan pengemasan kembali, tingkat kesulitan L.
melaksanakan pengiriman dan pengambilan sediaan farmasi,
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tingkat
kesulitan L '
membuat catatan, stok dan laporan pemakaian sediaan farmasi,
alat kesehatan dan perbekalan keschatan rumah tangga.

meracik dan mengemas obat, tingkat kesulitan II.

melaksanakan tugas ditempat yang mempunyai resiko tinggi
dan atau rawan.

(2) Rincian kegiatan Asisten Apoteker Pelaksana, yaitu :

a.

mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana
tahunan.

mengolah data dalam rangka menyusun rencana tiga bulanan.
mengolah data dalam rangka menyusun rencana bulanan.
menyusun rencana operasional.
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3)

©c B8

o o

mengumpulkan data dan literatur dalam rangka menyiapkan
juklak/juknis.

mengumpulkan data dan literatur dalam rangka menyiapkan
bahan peraturan, standar dan pedoman.

menyiapkan evaluasi data pengadaan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

menyiapkan dan menimbang bahan obat dalam rangka
menyiapkan produksi obat, tingkat kesulitan I1.

menyiapkan sterilisasi alat kesehatan.

melaksanakan pengemasan kembali, tingkat kesulitan IL.
menerima sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga.

melaksanakan pengiriman dan pengambilan sediaan farmasi,
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tingkat
kesulitan I

. memberi harga obat.

meracik dan mengemas obat, tingkat kesulitan II.

memeriksa ulang sediaan obat dan memberikan penjelasan
penggunaan obat kepada pasien, tingkat kesulitan L.
menyiapkan penghapusan resep.

melaksanakan tugas di tempat yang mempunyai resiko tinggi
dan atau rawan.

Rincian kegiatan Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan, yaitu :

a.

A

TG e O

mengolah data komplek dalam rangka menyiapkan rencana
tahunan. _ .
menganalisis data sederhana dalam rangka menyiapkan rencana

‘tahunan.,

menyusun rancangan rencana tahunan.

menganalisis data dalam rangka menyiapkan rencana tiga
bulanan.

menganalisis data dalam rangka menyusun rencana bulanan.
menyajikan rancangan rencana bulanan.

menyusun rancangan juklak / juknis.

menyusun rancangan peraturan,standar dan pedoman.
menyiapkan dan menimbang bahan obat dalam rangka produksi
obat, tingkat kesulitan III.




4)

e B

n Mo g

melaksanakan produksi obat di bawah pengawasan Apoteker.

. menyiapkan laporan hasil pengujian laboratorium.

menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga.

. menyiapkan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga.

meracik dan mengemas obat, tingkat kesulitan III.

memeriksa ulang sediaan obat dan memberikan penjelasan
penggunaan obat kepada pasien, tingkat kesulitan II1.
menyiapkan laporan penggunaan narkotika dan psikotropika.
menjadi saksi dalam penghapusan resep.

menyiapkan pemberian obat kepada pasien rawat inap.
melaksanakan tugas ditempat yang mempunyai resiko tinggi
dan atau rawan.

Rincian kegiatan Asisten Apoteker Penyelia, yaitu;

S RT PR B A

menyusun TOR dalam rangka menyiapkan rencana tahunan.
menganalisis data komplek dalam rangka menylapkan rencana
tahunan.

menyajikan rancangan rencana tahunan.

menyempurnakan rancangan rencana tahunan.

menyajikan rancangan rencana tiga bulanan.

menyajikan rancangan juklak / juknis.

menyempurnakan rancangan juklak / juknis.
menyempurnakan rancangan peraturan, standar dan pedoman.
memeriksa bahan obat dalam rangka produksi obat jadi.
menyiapkan rekomendasi pengujian laboratorium.
menyiapkan pengujian mutu obat jadi.

meracik dan mengemas obat, tingkat kesulitan IV.

. memeriksa ulang sediaan obat dan memberikan penjelasan

penggunaan obat kepada pasien, tingkat kesulitan IIL
membuat catatan kefarmasian untuk pasien rawat inap dan
rawat jalan.

melaksanakan tugas ditempat yang mempunyai resiko tinggi
dan atau rawan.
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(5) Asisten Apoteker Pelaksana Pemula sampai dengan Asisten
Apoteker Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan
profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada
Lampiran I keputusan ini. |

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Apoteker yang
sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4), Asisten
Apoteker yang setingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat
melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari
pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, ditetapikan sebagai berikut:

a. Setiap Asisten Apoteker yang melaksanakan tugas Asisten Apoteker
di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir
kegiatan yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
keputusan ini.

b. Setiap Asisten Apoteker yang melaksanakan kegiatan Asisten
Apoteker di bawah jenjang jabatannya, angka kredit. yang diperoleh’
ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang
dilakukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran [ keputusan ini.

Pasal 10

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri
dari:
a. Unsur utama.
b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama terdiri dari:
a. Pendidikan.
b. Pekerjaan kefarmasian.
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€)

(4)

(1

(2)

)

(D

c. Pengembangan profesi.

Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan
tugas Asisten Apoteker, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
angka 4.

Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I keputusan ini.

Pasal 11

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh
setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan
dan kenaikan jabatan/pangkat Asisten Apoteker adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini, dengan
ketentuan:

a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama.

b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur penunjang.

Asisten Apoteker yang telah mencapai angka kredit melebihi
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebthan angka kredit tersebut
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Asisten Apoteker yang telah mencapai angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa
jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya
diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20%
(dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal
dari kegiatan pekerjaan kefarmasian.

Pasal 12

Asisten Apoteker Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda
golongan ruang II/a sampai dengan Asisten Apoteker Penyelia
pangkat Penata golongan ruang 11l/c dalam jangka waktu 6 (enam)
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(2)

3)

4)

(1)

(2)

tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir hanya memperoleh
sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi, dinyatakan tidak dapat naik pangkat lagi selama
menduduki jabatan fungsional Asisten Apoteker.

Asisten Apoteker Pelaksana Pemula sampal dengan Asisten
Apoteker Penyelia pangkat Penata golongan ruang IIl/c dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat
terakhir dapat mengumpulkan angka kredit lebih dari 80%
(delapan puluh persen) tetapi belum mencapai angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,
diwajibkan memenuhi kekurangan angka kredit tersebut paling
lama dalam waktu 2 (dua) tahun.

Asisten Apoteker Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda
golongan ruang II/a sampai dengan Asisten Apoteker Penyelia
pangkat Penata golongan ruang IIl/c sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), mulai tahun ke 7 (tujuh) dan seterusnya, setiap tahunnya
diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh
persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi. '

Asisten Apoteker Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan
ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan unsur utama.

Pasal 13

Asisten Apoteker yang secara bersama-sama membuat karya
tulis/karya- ilmiah di bidang farmasi/kesehatan, pembagian angka
kreditnya ditetapkan sebagai berikut :

a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama.

b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.
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(1)

)

(1)

2)

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 14

Penilaian terhadap prestasi kerja Asisten Apoteker oleh Tim
Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi jumlah
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi.

Penilaian angka kredit Asisten Apoteker dilakukan 2 (dua) kali
dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember.

Pasal 15

Pejabat’ yang berwenang menetapkan angka kredit Asisten
Apoteker sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan / Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi bagi Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan
sampai dengan Asisten Apoteker Penyelia baik yang berada di
lingkungan Departemen Kesehatan maupun instansi diluar
Departemen Kesehatan.

b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagli Asisten
Apoteker Pelaksana Pemula sampai dengan Asisten Apoteker
Pelaksana baik yang berada di lingkungan Departemen
Kesehatan maupun instansi diluar Departemen Kesehatan.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:

a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Tingkat
Provinsi bagi Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, selanjutnya dalam keputusan
ini disebut Tim Penilai Provinsi.

b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Tingkat
Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
selanjutnya dalam keputusan 1ni disebut Tim Penilai
Kabupaten/Kota. "
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3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(%)

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk
lebih dari 1 (satu) Tim sesuai dengan kemampuan menilai,
jumlah dan lokasi Asisten Apoteker yang dinilai.

Pasal 16

Keanggotaan Tim Penilai Provinsi dan Tim  Penilai
Kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan
sebagai berikut :

a. Seorang Ketua merangkap anggota.

b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.

c. Seorang Sekretaris merangkap anggota.

d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Provinsi dan Tim
Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh:

a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.

b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai
Kabupaten/Kota. |

Anggota Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota
adalah Apoteker/Asisten Apoteker atau pejabat lain di lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan
dan atau instansi diluar Kantor Wilayah Departemen

Kesehatan/Dinas Kesehatan yang menguasai bidang pekerjaan -

kefarmasian dengan ketentuan :

a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan
jabatan/pangkat Asisten Apoteker yang dinilai;

b. Memiliki keahlian atau kemampuan untuk menilai prestasi kerja
Asisten Apoteker; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Masa jabatan Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai
Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun. '

Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat
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(6)

(D

(2)

(D

2

memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum
masa jabatannya berakhir.

Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota dianggap belum perlu
dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh Tim
Penilai Provinsi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilaj
Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) masa
jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui
masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai
Kabupaten/Kota yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat mengangkat
pengganti anggota Tim Penilai.

Pasal 18

Tata Kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Provinsi dan Tim
Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan pada anggaran
unit kerja masing-masing.

Pasal 19

Usul penetapan'angka kredit diajukan oleh:

1.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
untuk angka kredit Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan sampai
dengan Asisten Apoteker Penyelia.

Kepala unit kerja yang membawahi Asisten Apoteker vyang
bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
untuk angka kredit Asisten Apoteker Pelaksana Pemula sampai
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dengan Asisten Apoteker Pelaksana di lingkungan instansi masing-
masing. -

Pasal 20

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), digunakan sebagai
bahan untuk mempertimbangkan pengangkatan dan kenaikan
jabatan/pangkat Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berWenang menetapkan angka
kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak dapat
diajukan keberatan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN
MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari
jabatan Asisten Apoteker ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYESUAiAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
Pasal 22

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah
melaksanakan tugas pekerjaan kefarmasian berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Asisten
Apoteker dengan ketentuan harus memenubhi syarat:

a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Farmasi/
Sekolah Asisten Apoteker; .

b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang
II/a; dan
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c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Asisten
Apoteker adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III
keputusan ini.

BAB IX
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 23

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Asisten Apoteker,' seorang Pegawai
Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang
ditentukan.

Pasal 24

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam

jabatan Asisten Apoteker harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Farmasi/
Sekolah Asisten Apoteker;

b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang
I1/a;

c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
pekerjaan kefarmasian; dan

d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-
kurahgnya bernilai baik dalam I (satu) tahun terakhir. '

(2) Untuk menentukan jenjang jabatan Asisten Apoteker sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari
pendidikan, pekerjaan kefarmasian, pengembangan profesi, dan
penunjang pekerjaan kefarmasian setelah ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit.
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Pasal 25

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam

jabatan Asisten Apoteker dapat dipertimbangkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan
Pasal 24 ayat (1);

b. Memiliki pengalaman melaksanakan tugas sebagai Asisten
Apoteker di unit pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun; dan

c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas
usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya, dan jenjang jabatan Asisten Apoteker ditetapkan sesuai
dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
menctapkan angka kredit yang berasal dari kegiatan pendidikan,
pekerjaan kefarmasian, dan pengembangan profesi.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI

DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 26

Asisten Apoteker dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

1.
2.
3.

4.

Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Asisten Apoteker; atau
Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat
hukuman disiplin sedang atau berat; atau

Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau

Cuti diluar tanggungan negara.
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(D

)

(1)

(2)

Pasal 27

Asisten Apoteker yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat

Jkembali pada jabatan semula.

Asisten Apoteker yang diangkat kembali dalam jabatan semula
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka
kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi bidang pekerjaan
kefarmasian yang diperoleh selama meninggalkan jabatan
fungsional Asisten Apoteker berdasarkan hasil penilaian Tim
Penilai.

Pasal 28

Asisten Apoteker yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri
Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap kecualt penurunan pangkat,
diberhentikan dari jabatan fungsional Asisten Apoteker.

Asisten Apoteker yang tidak dapat memenuhi angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4),
diberhentikan dari jabatan fungsional Asisten Apoteker.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

‘Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman

dan pengembangan karir, Asisten Apoteker dapat dipindahkan ke
jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi
ketentuan yang berlaku.
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BAB XII

PENUTUP
Pasal 30

(1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh
Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Petunjuk teknis keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri
Kesehatan setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara.,

Pasal 31

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai lagi
dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan
kembali.

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 20 Desember 1999

{FERI NEGARA
;@iﬁ;@ ARATUR NEGARA

21




[l
[}

VIVDIN dNILVIVIY NVVNNDVAVANEd

VAVOIN RIFLNIA NVSOLOdH

I NVUIJAVT

uelusf enweg 1 iz (ARl wel 0g - 0¢ eiejuR BAURWET ‘9 1ey1y13Ias
Suelus[ enuiag z ®qIIeS wel o] - [§ wIBjue BAUBWET] G nege (T41.1S) ueynead
Suelua[ enurag € 1ejynies wel o0p - 191 eiejue eAuBUIR] “§ neje UBNIpIpuUdJ jewe
Sueluor enweyg 9 1eqIIIeg wel Op9 - 10 eIBjue BAUBWIR] ‘¢ epue], jeang ueyjedep
Sueluof enwag 6 119 wel o6 - 1#9 vieiue eAugwe] g -USUE UBD UBISRILLIRIY
Sueluof enurog Sl RIS wel 096 yiqe[ eAuewe| | Juepiq 1p [BUOIS3UN]
ueynered uep ueyipipuad g
Sueluof enureg 4 yezel] sery jexduiy, ueinfue ] ygioyas ¢
Sueluar enwsg 0s yezel] I17 ewopdig / [1 ewordig g
Sueluaf enuag G/ yezely . Al mEE&Q\mstmw ‘1| re1e8 ; yezel] yojorodwow
UEP UE|04as UBHIPIPUR] "V NVAIAIANAd| 1
LIQHEAA TISVH NVLVIOHA ANSNN 1S ANSNI ‘ON
VNVSAVTdd V2IONV NVLVS
VANLIAEYY VDNV NVA JH2HLOdY NELSISY
TYNOISONNA NVLIVAEVI NV.LVIOAN NVIONIE
6661 Ioquesad 0 TVOONVL
6 66[/CT/NYUA R/AIA/LO *©  JOWON




en
™

BUEBSHR[?] V'V 200°0 193e g dei], vjRp yejofuow  'q
enwod N34 V'Y | T10°0 1oyeq dery, giep upyndumgua. e
UBUB[N( { BUBOURI UNSNAUSIN ‘7
erpAuag vy S90°0 ey dery, ueSueouel ueyewindwoluow -3
BIPAUR V'V 0700 ey der], ueSueouer ueyrfeAuawr 7§
uenfue] Yed VvV | 1v00 ueSueouey dery, ueSueours unsnAuat 9
el[aAuad 'Yy 050°0 e der], syojdwoy (g
uginfue| MeRd 'Vv'vV | SE00 Pyed dery, vueepss (]
ejep sisieuesuaw  p
uenfue] yeRd V'V | SE00 193e det], syprdwoy (z
rURSYE[od V'V £10°0 19yed dery, eueapas (]
BIEp Yye[oguawW o
e Meled V'V 110°0 103 deij, elep ueyndwmdusw  q
elaAusd vy (4700 1axed derj, JOL unsnduaw e Jeung NVISYINAIVAEA
ueunye) euesual ueydelAuaiy reygsuetod vexdelAusy "y NVYVYIaEad: 11
LIAad TISVH NV.LVIDEA ANSNM S YNSNI ‘ON
VYNVSAV1dd VDNV NVILVS




BIPAUR] V'V $90°0 ueSueoury der] uegueouel ueyewIndwaduswl 0
uenfuey MePRd V'V | 000 ueSuroury det], ueSueourl unsniAusl  'q
rUBSHR[DA V'V 000 1o)ed der], Injexd)ij/eiep ueyndumsuomw "8
wewopad
uep repues ‘neinjerad ueyeq ueydet{usy
mmu?om V'Y 6900 ueSueouey] det], wegueouel ugyewindwoAuaws  p
elehuad V'V 0200 uegueouey] derp uegueouedt ueyifeAusu 0
ueinfuey Jepd V'V | 0200 uedugouey der], uegueouel unsniuaul  -q
pUESHE[Od V'V S00°0 193ed dei], ame1o)ty uep ejep ueyndwmguow e
stuynfpepnl weyderdusiy
BUBSHE[dd V'V L00°0 1oyed dery, Jeuoiselado pueIUSl UNSNAUJAL
uenfue] ye2d V'V | 0100 ueSueouey dery, uegueouel ueyifeAuaur  °p
uenlue] Meed V'V | 9£0°0 19yed delj, gjep sisijeueSuow 0
euesye[Rd V'V 2000 1aoped dei], vjep ye[ofuow  ‘q
g qed V'V 0100 1ayed detg, ejep ueyndumsuawu e
UBUR[IG BUBDUDT UNSNAUSIA]
Bl[PAUSd V'Y 0200 ueSueouey deij, ueSueouer ueyileAuswt  p
uenfueT MeRJ V'V [ 0£00 193ed deil viep siseueSuaW 'O
: LIadd TISVH NVIVIDIA YNSNA 91S ANSNI 'ON
VNVSAVIdd VDNV NVNLVS




§C

B V'V 510070 ey dery, ueyeq 1sesi{L1)s ueyder uajy
ueinfuey eRd v'v [ 0100 uerode der, WINLIOYBIOqE]
uetm3uad [isey ueiode uesdeifusur 7§
BIpPAUR] V'V $00'0 ugerpag der], pel 1eqo mnuw uelnFusd ueydeiAuswr -9
BIPAUR] V'V S00'0 | 1sepusuroey der], wnnojeIoqe]
uelnGuad isepuowoyor ueydetfuowr  “p
uemfueT yeed VvV | S000 ey deij, Ioyar0dy uesemeSuad yemeq
1p 18qO 1synpoid ueyeuesyeowr o
eiuBdd Nedd V'Y | €000 | 1synpoid ey deiy, 1synpoxd ueSuent ueydelfusw  -q
BIpAUSd V'Y S00°0 ueeipag der], 1eqo ueyRq eSyEIOWAW (7
ueinfuey yejpd V'V | 01070 | ueelpag oo dety, I] uejlmsay jexsun (9
BUESHERd V'V €000 | ueepag ooy deiy 1T welnnsay jeysun  (q
glnuwad e[ed V'Y | €000 | ueerpag oo dery, ] ueyrnsay jesun (e
jeqo UBYERq
Suequnuowt uep ueyderAuawr (1
1eqo synpoxd ueydeiuown e
1pel 1eqo ueeipas ueyderAuagy
euesye[ad V'V 0L20°0 ueiode] dei], L¥3Id uep ueieljasay je[e ‘ISeULIE] UBBIP3S eg3ue) yewna
ueepeduad eep 1senjeas ueydeiAuapy ugryasoy uejesaqiad uep
URIBLISIY JE[E ‘ISee]
glawiag ‘Yerd 'V'V | €100 1ooeg dery, IId uep ‘uejeyasay jefe ‘Isels) ueelpos ueepeduad
ueerpss ueepesued eiep ueydelAusy ueeuesyelad ueyderAusay
LIAHE TISVH NVLVIDHA FAOSNA 9NS ANSN ‘ON
VNVSAVIAd VADNY NVLVS




g[nuad Jedd VY | 6000 uetode] delf, LIId uep

ueJRYDSSY JB[R ‘ISeulIe] ueRIpes uereyewad
ueiode] uep j01s ‘UeleILd JLNqUISIA [ [

uenfue yeod V'V { SO0 ueiode derj, I 3Id uep uejeasay je[e
‘1seurte] ueeipas uesndeySuad ueydelAualy o

BUESHR[R] V'Y §00°0 ey der 11 uepnsay jexsuy °q

g[nued jeRed 'V’ | €000 ey derf, [ ue)nsay jeysun e

_ 1DId uep ueleyosoy

Te[e ‘Iseulre) ueeipas ug[iquiesuad
uep UBWILNSUAd UBNRUBSYRRN G

uenfue] Jed V'V | 0200 ey dery, LA2Id Uep UBJEYaSad
Jele ‘Iseuue] ueelpas uedwuAusy g

BUBSHE]ad V'V 000 ey detg, L3d vep
UEB)JRU2S2Y JB[B ‘ISBULIE] UBBIPSS BLILLIDUAIA] 7

euesyedd Y'Y 000°0 {uesewas 00T de], 1] uennsay jexsun  “q

e eed V'V | 000 | uesewad o071 derg, [ ueynsay jeysuy v
I[equuaY ueseoSuad ueyeuesyeR ‘9
Buesye[ad V'V Z00°0 ey det], URIRYoSaY| J2[E 1SS LIa)s ueydelAuajy ¢

LIAdT> TISVH NVLVIOHA ANSNA NS UNSNN ‘ON
VNVSAVTAd VIONV NVLVS




Le

BI[PAURd V'V £00°0 ey der] uerel jemer uep deur jemen
uarsed ymun uBISBULIBJOY UBILIRD JBNQUUIN  */
wvenfuey sed V'V | 2000 ey dety, dosor uesndeySuad welep 1syes ipelusy 9
BUBSYR[O] V'V Z10°0 ey dery, dosa1 uesndeySuoad ueyderAuoly °g
uenfuey yeRd V'Y 070 uelodeT dery, ‘ ey1donoyisd ugp
exnoyteu ueeunssuad uerode) ueydelluspy ¢
efehued vy TE0'0 | Jfequa Q] dely, II] Ueynsay jeysury, o
uemn{ue Sed V'V | 9000 | Tequog ol derl 1] uennsay jey3ulL  'q
euesie[Rd V'V £00°0 | Jtequia 01 derp [ uennsay jeysuly, e
uaised epedayy
18q0 urrun3suad uesee(usd ueyULqUAL
uep jeqo ueeIpas Sue[n eSYLIDWSJN '€
BIRAUS ] V'Y $10°0 mequa dery, Al uennsay jeysur], °p
ugnfue qeR2d 'v'v | 9000 lequiaT derf, [I] ueynsay jeyqsur], o
euesye[ed V'V £00°0 Jequia] delf, I1 ueyinsoy jexsSuly, °q
Bawed ‘yejed 'V'V | OO0 Iequia deiy, [ uennsay eysur], e
1EQO STLASUIW UBp YIOCIDWN T
ueiseuLgjay ueueleod
euESYeRd ‘'V'Y ¥00°0 | Tequag Q] derp 18QO BSIRY LIOQUIN '] ugeuesyejed ueydelusy D
LIATIA TISVH NYLVIDA ANSNL] 91S ANSNN ‘ON
VNVSAVIdd VDNV NVLVS




Buefus[ enurag 000'8 mng derf, [RUOISBU BIBIIS UBMIRPIIP UBD
ueIqralIp Suek nynq ynjuaq weep e
s ueyrsesqndip ueA ue)eyIsay/ISeue]
Suepiqip ipues ueseded jISey yeruaqr
uese[n neye uenefun edniaq syyn eAry 'z
Jueluaf enwog 000°9 uesing, BISOUOPU] UBNYEIa8uad nw eSequio]
yeyseN der], o]0 eIp SueA yerw]i yejelfew wepp 'q
Suelus[ enweg 00S°21 myngl det, [EUOISBU BIBI3S UBNIEPAIP uep
ueylqIoNp SueA nNq yNULQ weep e
D ueyiseyqndip Suek uejeyssey
/ISBULIE] SURPIQ IP ISEN[BA2 NBIB UBP I2AINS UB)EyosoY/ISELLIE)
‘uetmBuad ‘ueniauad [1sey yerupt Ay | Suepiq 1p yenwu|1 eAey 1SHI0Ud
/511 eAIeY Jenquisy NVYONYYWHADNAd| 'HI
uemel
uele uep 135un odIsal
Sueluar enwog 0050 unye], derp "UeMEI NEJE UBp 133U1) oyIsal reAunduo reAunduwawr Suek 1edwd)
Suek wedway 1p sedm ueeuesRPN Ip sedn] ueyruRsSyeON
uenfue] yePd vV | 2000 ey dery, deur jemer usised
epedoy 18q0 urLoquiad ueydelkuopy gl
LI TISVH NV.LVIDH ANSN 1S UNSNN ‘ON
VNVS2IVIHd V2IONV NVI1LVYS




Sueluof enwog 00S'L ey dell, ueniegequiad rejiu-teiu SunpueSustu Sued ' upiseunIgjoy ueueAe(od
ueiseunreyey ueueAejed wWeisis UBNSNWRIBN '] T2)SIS UBYSNUINISIA]
Fuefluaf enwag 000°S ey deiy, S1sewgy gueplq| sewuaey Juepiqip eung jeds)
1p eung jedo) 150j0uy2) uRYFURqUISBUIA] _wo_ocxo__, ueySuequusduay
, yeiuy uenuepuad
Fueluaf enwiag 0052 ey deiy, e[ eIjl Uese[n neje uep uesesed
_ ‘ugnefur) ednisq ueteseid ugyiedwelusiy ‘¢
Suelua[ enwisg 00S°€ uesin g,
yesseN derl, e[eyeLL Ynjuaq wepep  °q
Sueluaf enuiag 000°L nyng dery nynq ynjueq weep e
s ueyisexiqnd
1P Jep1l Suek uejeyasay / Iseuiie]
Suepiqip LIpUas UBSESEd [Isey yeiul
uese[n neje ugnefur) edniaq syny eiey ¢
Suefuaf enung 000V uesifnJ, BISAUOPU] UBNURIOTUa NU] ESBqUDT]
yeyseN det], yaro myerp Suek yerwil yeefew wejep  °q
ARLECR:D | TISVH NVIVIDTA ¥NSNN 9NS UNSNIN ‘ON
VYNVSAVTHd VDNV NVLVS




0t

Suefuor enweg 000°L mng dery, [RUOISBU BIROS UBNIEPIP UBP
. UB})IqI9)Ip SueA nyng yniuoq wefeq e uBjey2say/IseuLIe] Suepiq
s ueyiseyiqndip SueA uelBYasaY/ISEUIE] 1P Ule] UBYERq ULp Nnq
m:nc._n we[ep nynq ueanpes ; ueyewsfia], 1| InpeAusuiueyyewaIsudiy (g AMANHLOAY
NHLSISY SVD.L
UEJBU[oSX/ISELIE] NVVNVSAV1dd
, ueiefejad UgJB259]/ISEIUIR] Juepiq ue3uop ueneNIOq ONVINNNIN
Suelus[ enweg or0°0 weyp g derf, Suepiq ueSuap ueieiaq Suek ynejowyeleSusj |- Sued ynepuyreeSus)y V| ONVA NVLVIOTH] Al
ei[2huad Y'Y eAuueleqel| eAuueleqel Suelual yemeqip
uenfueT Nepd V'V | 0100 ey dery, Suelual yemeqrp epelaq Suek 1oxajody |1anjody ualsisy epeday siu
BUESE[S] V'V u1s1sy epeday Sue) ueSurquulg UBNLISqUIA [ -39] UBSUIqIUIG UBNLIDQUIDIA "
1SelLIR)
Suepiqip stuye) ynlunjad
Jueluor enuwog 0002 yexyseN derf, "ISBULIE] SUBPIQIP SHy9) ynlumad/ueeuesyejad Jueeuesye[ad ynlumed
ynfumad uewopad nynq jenquielyl  juetuopad nyjng lenquUIB
Sueluaf enwag 00S ¥ ey dery, ueyieqed nee )
ueewmdwaiuad e[iu-re[iu Sunpuesuawu Fuek
UBISBULIB]2Y UBUEAR[Od LIQISTS UBSNUNION T
LI TISVH NVLVIDEA ANSNN 9i1S YNSNA "ON
VNVSIIVTdd VIADNY NVALVS




Sueluar enwag 0S¢0 unyeg, dey, Je elogfue q
gueluar enwog 00$°0 unye], detj, Jie snmmSuad e
: 1eSeqoas 1surdoxd jey3ur], g
guelual enwog 0SL°0 unye], deif, Jie vl088ue g ug)elasal/IselIe] Suepiq
Sueluaf enuag 000°1 unye], derj, Juye snumSuad e 1p 1s9j01d 1sestuedio
: TeGegas [EUCISEILIRJUL/[EUOISEU 1B3UL], '] elo33ue pelusjy D
m:.m?o [ Bnwog 00S°1 yensqy der] uejiqiauad ueep
jenwIIp Fuek YeIWUL UBSI[N] YBNSqE JeNqUBJA ¢
gueluaf enwsg 0051 uesiny, der, ye[esew ynuaq weep  'q
Suefluar enwsg 000°€ myng der], myng ynueq weep B
:ueIsexjIqndip yepl Sued uejeyasay/
1seuLie] Sueplq wg[ep ueinpes ; ueyewaliay, g
Suelusr enwag 00S°¢ uesyn dery, BISoUOpU] uenyelaSuad nwy] edequiay
yoro myeip Suek yenw: yeefew weeq  °q
LIdd T1ISVH NVLVIDET GOSN 918 ANSNN "ON
VNVSHAVTHd VDNV NVLVS




Ioymr0dy udlsIsy

Sueluaf enuwog 0050 unye], derp Iaya10dy u9ISISY [euoIsSun,f| [euorsSunyg ueleqer re[iuag
ueyeqer rejiuad wiJ, ejodsue pelusjy wry, ejosgue peluajy -4
Sueluar enuag 0002 eser epue], de1y, vApewejoy/uoiedngey 1ey3un o
Sueluar enwoag 00S°¢ ese[ epue], dei], isurdoxd jexSun 'q
gueluar enurag 000°€ vser epueg, dei], [BUOISBILI?IUL / [BUOISRU JEFUl) ‘B
_ eAueliay 1sejsaad seje esel epue)
yejuiiawad Lep esel epue) ; uegeSieySusg| ueeSieysuad yojorodwopy g
Sueluar enwag 0001 ey derg, plog5ue 1efeqas °q
Suefuar enmuog 0051 ey dery, enoy 1eSeqas e
gt
1se3o[ap welep vl1es ueladiaq/uniSusy ‘g
Sueluar enuag 0001 ey derg, r)esad 1eSeqas 9
Sueluaf enwag 000'C ey detg, Iaquuns eleu 1eSeqas  'p
Buefuaf enwiag 000'C ey dery, seyequad e8eqos ‘0
Suefuof enweg 000°C ey dery lojelopow 1egeqas  'q
Suelua[ enuzg 000°€ ey der g ueigselwad 1eSeqas e uejetosay
winisoduurs /iseuLe] SuepIq Ip eAIeye3 o)
neje eAre o[/ Ieunas nuyiSusy / Jeunuas Nnuyisue|y "q
LIAdTA "1ISVH NVLVIOIA YNSNA S NSNN ‘ON
VNVSAVTdd VADNY NVLVS




o
N

s
VIVOIN dNLVAVIYNY Ndd
VIVOIN RIHJINE
sueluof enwog 000°S yezely guelieg ¢
Fueltuaf enwag 000°C yezel] I11 ewopdi( 7 1] ewoldiq ; epnjy vuelleg |
: pAwyjoyod se8n Suepiq eAUUIR] UBRU
ueSusp rensoes yepn Suek yezell yojordua] -elesay ie[af ysjondwaly D
LIGHTA TISVH NV LVIOHA OSSN NS ANSNN ‘ON
YNVSAVIdd VDNV NVILVS




00¢ 00¢ 051 001 08 09 0y s¢ % 001 HYTWNOT
Ioyplody uslsisy
se3n) ueeuesyead
09 " op o< 0T 91 71 g g % 07> Fumynpusw Suek ueL1SaYy
DNVINMNDd
1s9j01d ueduequsued )
ueiseuLigjoy ueelvyed g
0¥¢ 091 al 08 1% 8y [ 0¢ % 08 < ueyipipuag 'y
VINVLIN

prr | I/1II Q111 7t P/l 911 il B/IIL
VITHANGd NVLAINVT VNVSAVITdd VNVS2AVTHd VINWad VNVSAVTdd
ATIHLOdY NHLSISY YHHLOJY NALSISY | YHMHLOdY NHISISY | YHEAHLOdY NHILSISV | HSVINISAHd VINVN | 'ON

LICHER VIIONY NVA ONVI NVONOTOD ‘NVILVEVI DNVINHS _

666T I2quassad 07

6661/CT/NYd "W/dAA/LO
VIVOIN ANILVEVIY NVVYNNDVAVANAd

YANALOAY NHLSISY LVIDNV/NVIVEV NVIAIVNI NVLVIDNVONH

SNINM TYWININ ALLY TN LIEI VIONY HY TAOL

¢ IVDDNV.L
JOWON

VIAVOAIN IIELNTN NVSNLNGHY - IINVIIdAVT




w
en

VIVOEN MNL
VAVOHN IALNAN
00¢€ 00¢g 00€ 00€ 00€ YVS/dNS P/ 3
062 . L9T vhe Wz 00T VVS/dANS oI L
061 081 0L1 091 0s1 VVS/ANS a/1I 9
ovl. o€l 0zl 011 001 VVS/dNS eI S
56 16 L3 €8 08 VVYS/AWS p/Il ¥
08 SL oL 59 09 VVS/dINS o/ £
09 5§ 08 Sv Vg VVS/AWS 11 z
o o¢ ¥e 87 5T VVS/ANS eIl I
HIGIVHL ¥ < [ HLt HLz | HLI HL [ > LVIDNILAS DNV A DNVNY
NVIVIONVITE VSYIN NVQ LIGI VIDNY HVZVI/9LLS JHY TN "ON

TIALOdY NHLSISYV NVLVEV( IOV NVIVASdANHd

666T Ioquesad oz - IVDONVL
666T/CT/NYA "W/dIN/L0 :© MOWON
VAVOEAN YNILVEVAV NVVNNIOVAVANAd
VIAVOIN IHLNIA NVSLLOdIA

T NVAIJNVT

SNINOQ ALLYTOOANS LIAE VADNY HY TN




